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ABSTRAK 

 
Hermansyah Herlambang. 201910115107. Analisis Yuridis Penegakan Hukum 

Terhadap Penjualan Obat Pada Online shop Yang Tidak Memiliki Ijin BPOM 

Berdasarkan Undang Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. 

Seiring dengan berkembangnya teknologi, modus penjualan obat-obatan palsu 

semakin canggih sehingga semakin sulit untuk membedakan obat yang asli dengan 

yang palsu. serta pelanggaran terhadap ketentuan hukum dan regulasi yang berlaku 

di mana Pelaku usaha yang menjual obat-obatan tanpa izin BPOM melanggar 

Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengatur tentang 

perlunya izin dari BPOM bagi toko atau apotek yang ingin menjual obat-obatan. Di 

dalam undang-undang tersebut juga diatur tentang sanksi bagi pelaku usaha yang 

tidak memiliki izin BPOM Dalam praktiknya, masih terdapat masalah dalam 

pelaksanaan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Salah satu 

contoh adalah masih banyaknya penjualan obat-obatan tanpa ijin BPOM melalui 

Online shop. Hal ini sangat meresahkan karena dapat membahayakan kesehatan 

konsumen dan merugikan pelaku usaha yang sudah memenuhi persyaratan dan 

memiliki ijin dari BPOM. Dengan rumusan masalah pengaturan mengenai 

penjualan obat-obatan di Indonesia berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku 

di Indonesia dan mekanisme penegakan hukum terhadap penjualan obat pada 

Online shop yang tidak memiliki izin BPOM berdasarkan Undang-Undang No. 36 

Tahun 2009 tentang Kesehatan 

Metode penelitian hukum akan digunakan oleh penulis pada karya tulis ini 

adalah metode penelitian hukum yuridis-normatif. Penelitian hukum normatif 

adalah penelitian hukum yang meletakan hukum sebagai sebuah bangunan sistem 

norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah 

dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran), 

adapun Di Indonesia, untuk pelaku yang mengedarkan obat tanpa izin secara Online 

telah diatur secara jelas, selain tanggung jawab BPOM, Tanggung jawab platform 

e-commerce dalam mengawasi penjualan obat tanpa izin sangat penting. Dalam 

peran mereka sebagai perantara transaksi Online, mereka memiliki tanggung jawab 

untuk menjalankan kebijakan yang ketat Dengan peraturan yang jelas, pengawasan 

yang ketat, serta adanya sanksi yang tegas bagi pelanggar, dapat tercipta lingkungan 

bisnis yang adil, terpercaya, dan melindungi kesehatan masyarakat secara 

keseluruhan. 
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ABSTRACT 

 

Hermansyah Herlambang. 201910115107. Juridical Analysis of Law Enforcement 

Against Drug Sales in Online shops That Do Not Have a BPOM Permit Based on 

Law No. 36 of 2009 concerning Health. 

Along with the development of technology, the mode of selling counterfeit drugs is 

increasingly sophisticated, making it increasingly difficult to distinguish genuine 

drugs from fake ones. as well as violations of applicable laws and regulations 

where businesses selling drugs without BPOM permits violate Law No. 36 of 2009 

concerning Health which regulates the need for permits from BPOM for shops or 

pharmacies that wish to sell drugs. The law also regulates sanctions for business 

actors who do not have BPOM permits. In practice, there are still problems with 

the implementation of Law no. 36 of 2009 concerning Health. One example is that 

there are still many sales of medicines without BPOM permits through online shops. 

This is very troubling because it can endanger the health of consumers and harm 

business actors who have met the requirements and have a permit from BPOM. 

With the formulation of the problem of regulation regarding the sale of drugs in 

Indonesia based on the regulations in force in Indonesia and the law enforcement 

mechanism for the sale of drugs in online shops that do not have a BPOM permit 

based on Law no. 36 of 2009 concerning Health 

The legal research method used by the author in this paper is the juridical-

normative legal research method. Normative legal research is legal research that 

places law as a building system of norms. The norm system in question is regarding 

principles, norms, rules of law, court decisions, agreements and doctrines 

(teachings), while in Indonesia, perpetrators who distribute drugs online without 

permission have been clearly regulated, apart from BPOM's responsibility, The 

responsibility of e-commerce platforms in overseeing the sale of drugs without a 

license is very important. In their role as online transaction intermediaries, they 

have the responsibility to implement strict policies. With clear regulations, strict 

supervision, and strict sanctions for violators, a business environment that is fair, 

trustworthy, and protects public health as a whole can be created. 

Keywords: Medicine, Online shop, BPOM 
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HALAMAN MOTTO 

 

“Berhenti Mengukur Masalah Dan Mulai Membangun Langkah” 

 

 

Dalam Hidup Ini Memang selalu ada Yang namanya Permasalahan , Pada Dasarnya 

selalu melekat dalam hidup sebagai Pembelajaran . Setiap permasalahan itu sama 

saja tidak ada Yang ringan , Sedang , Ataupun Berat . 

Suatu permasalahan akan dianggap ringan apabila seseorang itu Pernah Mengalami 

nya Sama Saja Seperti Batas kemampuan seseorang . 

Bagian Inti Dalam kalimat saya yang Berisikan  "Berhenti Mengukur Masalah Dan 

Mulai membangun Langkah"  

Yauitu : Kita Harus Menghadapi Masalah Jangan Hanya Melihat Dan Memikirkan 

Masalah yang kita hadapi Dan Mempersiapkan Apa Yang Akan Dilakukan Sampai 

dengan Menggapai Tujuan yang diharapkan 
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